Menimbang

WEESIOTIN

REPUBLIK IND(R R

KFEPUTUSAN PRESIDEN REFUBLIK INDONESLA

NOMOR 100 TAIIUN 1999
TENTANG

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

FRESIDEN REPUBLIXK INCON ESIA,

bahwa genyelenggaraan pendidikan di Sidang administrasi negam

melaiui Sexolah Tinggi, Kecinasan di lingkangan - Lembaga

AcCministrasi Negara sebagaimena dimaksud dalam Pasal 26

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 perlu ditata kembali

<an diziur dalam suatu Keputusan Presiden;

-

F 4N

Pzsal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Und=og-undang Nermsor 8 ol 1974 tenmang 2ekoic-pokok

wepegawaian (Lenharar Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Undang-undang Nomor 2 Tahun '1:989 tentang  Sistem
Fendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 198Y Nomor
G, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

Peraturan Pemedntah Nomor 14 Tahun 1994 tentans,
rendidikan dan Pelatihan Jabatan Pégawai Negeri Sipil
(Lemabarau Negara Talun 1994 Nomor 20, Tambahan
Lein2zoun Neguca Moo 3545_); '

Peraturan Pemerincel  ivros 60 Tahun 1999 tentang
Peadidikzn Tinggi (.o b in Negera Tahun 1999 Nowmior
115, Tambahzan T.amb AR :‘J:gara: Nomor 3855')§

Kcputusan Presiden Nomar 24 TATN-I077 lettong Ténggung

Jawzb Fungsicall Tentidinan dan Latihan;

7. Yezutisan ...



Menectapkan :

NS—D1 Bl:il AM Kantar LAaN

PRESIDEN
FRILFLIRIC TG WIS A,

7. Kepuiasan Fresiden Nomor & Tahun 1999 teatang Lembaga

Adminsar s Negazu;

MEMUTUSK AN &

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SEKOLAM TINGGI
ILMU  ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA. ' '

Pasal 1

Sekolzh Tinggh Imu Administrasi Lembaga Administrasi Megara
yang selanjutnya dalara Keputisan Presiden ini disingkat STIA-
LAN adalah Perguruan Tinggi Kedinasan yang berkedudukan di

e ’

Jakeriz, Bancung, dan Ujuag Pandang,

Pasal 2
STIA-LAN dipinipin oleh Ketua yang berkedudukan &i bawan
den Leriangaung jawab  langsung kepada Kepala Lembaga

Aazzinistasi Megara.

Pasal 3

STIA-LAN mempunyai tugas menyelenggarakan program

pendidikan  ekademik dao  profesional. di ~ bidang Ilmu

ivoew tugl pegawal negerdi.

PR TRy

Pasal 4'...



FRESIDEN
EEPLSLIK INDaREL

wl
1

Pasal 4

Organdsasi STIACLAN terdiri darti :

F

Unsur Pimpinan : Ketua dan Pembantu Ketua;
0. Senat STIA-LAIN;

7.

Unsar Felaxsana Akademik . Jurusan, Pusat Peneiitian dan
Pengabdian kepada masyara-
«at, laboratorium/studio dan

~elunlpoxk desen;

<. Wnewr ¥alermsany Seonibisies oo Regrarn,
e, Thasur Prnuniens 4 : Uniz Foassana Taknis;

f.  Unesur laip vang dianggep oerlu.

Pasal =

Pembinaan tekriz akademik STUA-L AN dilaksanakan oleh Menteri
Pendidizan dan Kebudayaati, dan pembinaan fungsional dilaksanakan
oleh Kepala Lembaga Administrasi N2z2arz sesuaj dengan ketentuan

peraturan pcrunda:‘.g-nnc‘.armar Yo

Tasal 3

Rincian tugas, fungsi, sasunar organiszsi dan tam I\c rja STIA-LAN

di[et&’.’;‘""“ olet

Lan o epaic Lc:i.‘.‘oaga Admhﬁs’“‘asi Negara 'se;elah
mendapat periimbangzn darl Menterl :?Pndlmkax* dan Kebudayaan
dan perscmijuan tertulis dari Menteri yang beuaugegung jawab dalam .

J
bldam pendayazunaas aparatur négara.:

PPasnl 7 ...



EROBIGE S :
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

Kepulusan Presiden mi mulal berlaku tada tagasl ditctapkan,

Ditrtaniean ¢i Takarta

pada tanguel 3L Agustus 1993

PLESIDEN MEPUBLIK INDONESIA
ted.

SACHARUDDIN JUSUF HARIBIE

Salinan sesual COgaN aslinyad

SEERETARIAT KABINET RI




LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENATAAN PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (STIA-LAN)

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

a,

bahwa penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi Lembaga Administrasi Negara belum sesuai dengan
kodifikasi program studi pada perguruan tinggi, maka dipandang
perlu dilakukan penataan sebagaimana mestinya;

bahwa penataan scbagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan
dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasipnal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Iembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003
tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1120,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1999
tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi
Negara;



Memperhatikan :

Menetapkan

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2005;

6. Keputusan Presiden Nomor 106/M Tahun 2008 tentang
Pengangkatan Kepala Lembaga Administrasi Negara;

7. Keputusan Kepala Lembaga  Administrasi Negara Nomor
535/V/416/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi
Ilmu Administrasi Lembaga administrasi Negara Jakarta, Bandung
dan Ujung Pandang;

8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun
2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi
Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun
2009, ;

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor 163/DIKTI/KEP/2007 tentang
Penataan dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tingggi.

MEMUTUSKAN:

+ PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

TENTANG PENATAAN PROGRAM STUDI PADA SEKOLAH
TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI
NEGARA (STIA-LAN),

Pasal 1

Penyelenggaraan pendidikan Ilmu Administrasi pada Sckolah Tinggi
limu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN) terdiri
dari:

a. Program pendidikan sarjana;

b. Program pendidikan magister.

Pasal 2

Program studi pada Program Pendidikan Sarjana  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari:

a. Program Studi limu Administrasi Negara;

b. Program Studi Ilmu Administrasi Niaga.



Pasal 3

Program studi pada Program Pendidikan Magister sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b adalah Program Studi [lmu Administrasi.

Pasal 4

(1) Program studi pada Program Pendidikan Sarjana dan Magister dapat dibentuk
konsentrasi/peminatan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pembentukan konsentrasi/peminatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
Ketua STIA-LAN setelah mendapat persetujuan Kepala LAN.

Pasal 5

Pembiayaan dalam penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pasal 6

Program studi sebagaimana diatur dengan Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara
Nomor 241A/KEP/VIII/1997, Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor
535/V/4/6/1999, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 521B/11/7/6/2001,
dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 521C/11/7/6/2001 tetap berlaku

sampai periode akreditasi berikutnya.
Pasal 7
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 27 Desember 2010

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ASMAWI REWANSYAH
Salinan sesuai dengan aslinya

Lembaga Administrasi Negara
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Bagnbgng Giyanty




